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ABSTRAKSI  

Analisis kinerja organisasi sektor publik sangat penting dilakukan guna kemajuan organisasi 

secara efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Pelayanan 

Perijinan Terpadu Kota Semarang dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dan 

untuk melihat faktor pendukung dan penghambat kinerja BPPT dalam mewujudkan pelayanan 

prima kepada masyarakat. Untuk menjawab dari tujuan yang dimaksud maka pendekatan 

penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan mengunakan lima dimensi kinerja yaitu 

produktivitas, responsivitas, responsibilitas, akuntanbilitas dan kualitas layanan dan lima faktor 

pendukung dan penghambat kinerja yaitu faktor personal, kepemimpinan, tim, sistem dan 

kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan kinerja BPPT Kota Semarang sudah cukup baik, 
dimana ditunjukan dari produktivitas kinerja BPPT yang baik, karena ada peningkatan target setiap 

tahunnya meskipun belum semuai tercapai, dan telah bekerja sesuai dengan aturan atau regulasi 

yang ada serta memiliki akuntanbilitas yang baik. Sedangkan untuk responsivitas cukup baik, 

karena masih terkendala pada sarana-prasarana pelayanan yang kurang mendukung seperti masih 

minimnya sarana pelayanan di Website BPPT, papan informasi yang kurang jelas, belum 

optimalnya portal pelayanan di web BPPT. dan untuk kualitas layanan hasil kerja pelayanan belum 

baik, karena masih terkendala pada kecepatan pelayanan BPPT yang tidak dapat dipastikan. 

Sedangkan untuk faktor pendukung kinerja di BPPT yaitu faktor kepemimpinan dan tim, faktor ini 

berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai BPPT. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu 

faktor personal, Sistem, dan Kontekstual. 

 

Kata Kunci : Analisis Kinerja Organisasi, Pelayanan Prima, Kota Semarang 

                                                        
 Dosen Tetap Prodi Ilmu Administrasi Negara Fisip Unihaz Bengkulu  
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A. Pendahuluan  
Reformasi sektor publik tidak hanya 

terjadi pada negara yang telah maju, tetapi 

beberapa negara yang baru berkembang juga 

secara terus menerus melakukan reformasi 

di dalam kelembagaannya baik itu di dalam 

sistemnya atau prilaku aparaturnya. Seperti 

di Indonesia sendiri secara aktif melakukan 

reformasi kelembagaaannya yang 

dipengaruhi oleh model New Public 
Management (NPM). Tetapi dalam 

penerapannya sampai saat ini masih 

terkendala pada mental, pengetahuan dan 

keterampilan Sumber daya manusianya yang 

masih kurang memadai sehingga berdampak 

pada masih rendahnya kualitas kineja 

aparatur pemerintah saat ini. 
Tugas utama pemerintahan sebagai 

organisasi sektor publik terbesar adalah 

untuk menciptakan kesejahteraan 

masyarakat. Kesejahteraan masyarakat 
merupakan sebagai konsep yang sangat 

multikompleks. Kesejahteraan masyarakat 

tidak hanya berupa kesejahteraan fisik yang 

bersifat material saja, namun termasuk 

kesejahteraan nonfisik yang lebih bersifat 

immaterial. Dalam suatu negara yang 

berbentuk kerjaan negara memiliki raja, 

namun negara yang berbentuk republik yang 

dimiliki negara yaitu rakyat atau 

masyarakat. Oleh karena itu rakyat atau 

masyarakat yang harus dilayani oleh negara, 
(Mahmudi, 2005:8). 

Di lain Sisi, pemerintah juga diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yang dapat memperbaiki proses 

pelaksanaan pelayanan publik, yang mampu 

bergerak lebih efektif dan efisien. Organisasi 

sektor publik saat ini dituntut dapat 

melakukan inovasi-inovasi yang ada di 

dalam kelembagaan dan sistem 

pemerintahan, dengan melakukan inovas-

inovasi diharapkan dapat memperbaiki 

fasilitas pelayanan publik yang ada, yang 
akan membentuk good governance yang 

dapat meningkatkan kinerja organiasi 

sehingga lebih dapat memenuhi tuntutan 

kebutuhan publik seperti pelayanan yang 

produktif, responsif, berkualitas, transparan, 

akutanbel, adil, tersedianya informasi 

pelayanan yang mudah diakses oleh 

masyarakat dan bebas dari praktik korupsi 

kolusi dan nepotisme. 

Kinerja sektor publik masih selalu 

menjadi sorotan publik terutama kinerja 
pada sektor pelayanan publik, yang mana 

dalam praktiknya di daerah-daerah 

Indonesia masih belum cukup baik, 

ditunjukankan masih terdapat kinerja 

pegawai pelayanan publik yang kurang 

responsif, akuntanbel, masih rendahnya 

kualitas pelayanan, pelayanan yang berbelit-

belit, tidak murah, kurang transparan, dan 

masih maraknya praktik KKN. 

Kinerja organisasi Sektor publik adalah  

hasil kerja yang dicapai oleh sekelompok 

orang di dalam suatu organisasi Publik 

dengan wewenang dan tanggungjawab yang 
telah ditetapkan organisasi sebelumnya. 

Sehingga dengan adanya kewenangan dan 

tangunggjawab yang diberikan kepada 

aparatur organisasi sektor publik diharapkan 

mampu memberikan pelayanan prima yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. 

Kinerja Badan Pelayanan Perijinan 

Terpadu Kota Semarang  sangat diharapkan 

memiliki tenaga aparatur yang ungul dan 

berkualitas. Dengan kompentensi yang 

dimiliki itu maka dapat membatu aparatur 
dalam melaksanakan tugas yang dibebankan, 

terutama dalam memberikan pelayanan 

prima kepada masyarakat sesuai dengan 

tugas, wewenang dan tanggungjawabnya di 

bidang perijinan. Dengan begitu nantinya 

kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 

akan lebih maksimal dan dapat memberikan 

pelayanan perijinan sesuai dengan tuntutan 

masyarakat saat ini, serta akan dapat 

mengembalikan kepercayaan masyarakat 

terhadap kinerja sektor publik terutama 
dibidang perijinan yang mereka anggap 

masih berbelit-belit belakangan ini. 

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 

Kota Semarang mempunyai tugas dan fungsi 

menyelengarakan pelayanan dibidang 

perijinan kepada masyarakat, yang sangat 

berperan terhadap pembangunan Kota 

Semarang. Perijinan usaha makro dan mikro 

yang diurus pada Badan Pelayanan Perijinan 

Terpadu Kota Semarang itu sendiri berupa 

pendirian rumah sakit, klinik rawat inap, 

apotek, ijin tenaga kesehatan kecuali dokter 
dan lain-lain. Selanjutnya apabila semakin 

banyaknya investor mengurus ijin usaha 

baik itu usaha dalam sekala besar (makro) 

dan ijin usaha dalam sekala kecil (mikro) di 

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota 

Semarang dapat menyerap tenaga kerja yang 

ada di kota semarang, dengan begitu secara 

tidak langsung dapat mempengaruhi 

peningkatkan pendapatan perekonomi 

masyarakat Kota Semarang.  

Sesuai dengan Keputusan Walikota 
Semarang Nomor 875.1 / 2 Tahun 2011 

tentang Pendelegasian Wewenang 

Penandatanganan Perijinan dan Non 
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Perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan 

Perijinan Terpadu Kota Semarang, ada 30 

(tiga puluh) jenis perijinan dan non perijinan 

yang dikelola Badan Pelayanan Perijinan 

Terpadu Kota Semarang. 

Berdasarkan jumlah jenis pelayan yang 

ada di BPPT Kota Semarang, yang begitu 

kompleks pelayanan publik yang harus 

diberikan oleh Badan Pelayanan Perijinan 

Terpadu Kota Semarang kepada masyarakat 
Kota Semarang, sehingga sangat diharapkan 

kualitas kinerja aparatur Badan Pelayanan 

Perijinan Terpadu dapat optimal dalam 

memberikan kejelasan dalam pelayanan, 

pelayanan yang cepat, reponsivitas pegawai 

yang baik, tepat waktu dan tersediannya 

informasi dalam pelayanan publik yang 

mudah di akses oleh seluruh kalangan 

masyarakat. 

Namun kenyataan yang ada di lapangan 

tidak sesuai dengan peraturan yang ada, 
karena dari laporan Ombudsman regional 

Jateng pada tahun 2015, menyatakan bahwa 

keluhan masyarakat terhadap kinerja 

pelayanan publik di Kota Semarang sendiri 

masih tinggi, dibandingkan pelayanan publik 

di daerah Jawa Tengah lainnya. Selanjutnya 

dari  laporan Ombudsman Jawa Tengah di 

sepanjang tahun 2015 ini kebanyakan 

laporan bersumber pada pelayanan publik 

yang ada di lingkungan pemerintahan Kota, 

terutama paling banyak soal perijinan. Yang 
ke dua kepolisian dan ke tiga Badan 

Pertanahan Nasional (BPN),” kata Achmad 

Zaid SH, Ketua ORI Jateng. 

Meskipun dengan hasil capaian kerja 

yang baik ada beberapa target yang belum 

terpenuhi dan dalam praktik pelayanan di 

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota 

Semarang terdapat permasalahan utama 

yaitu seperti berikut : 

1. Prosedur perijinan penanaman modal 

yang panjang dan mahal sehingga 

menimbulkan ekonomi biaya tinggi ; 

2. Kurang tersedianya informasi 

penanaman modal 

3. Lemahnya efisiensi usaha dalam 

mendorong peningkatan produksi dan 

inovasi dalam rangka promosi 

penanaman modal 

4. Rendahnya kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang profesional dan 

berjiwa pelayanan prima, serta 

terbatasnya infrastruktur berbasis 

teknologi informasi; 

5. Lemahnya kinerja pengelolaan Badan 

Usaha Milik Daerah dan pengembangan 

potensi daerah yang berdaya saing. 

(Sumber : LKjIP BPPT Kota Semarang 

2014). 

Berdasarkan Laporan Kinerja Istansi 

Pemerintah (LKjIP) BPPT Kota Semarang 

2013-2014, masih ada beberapa target kerja 
yang belum tercapai. Selanjut menurut 

Widayanti (2014 :20) menegaskan bahwa 

BPPT Kota Semarang sudah memberikan 

pelayanan yang cukup baik. Walaupun 

dalam merealisasikan pelayanan perijinan 

masih ada pelayanan yang belum memenuhi 

dari apa yang telah ditentukan sesuai standar 

pelayanan publik, yaitu pada masalah 

kecepatan pelayanan dan kepastian jadwal 

pelayanan. 

Salah satu permasalahan yang menjadi 

kendala bagi perkembangan penanaman 
modal adalah birokrasi perijinan. 

Sebagaimana diketahui, bahwa Renstra 

BPPT 2010-2015 (investasi) sangat 

diperlukan guna memacu pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah dan memperluas 

lapangan kerja baru, yang pada akhirnya 

akan bermuara pada terserapnya tenaga kerja 

sebanyak-banyaknya. Kondisi pelayanan 

perijinan masih dihadapkan pada sistem 

yang belum efektif dan efisien serta belum 

sesuai dengan tuntutan dan harapan 
masyarakat, hal ini terlihat dari banyaknya 

keluhan masyarakat baik secara langsung 

maupun tidak langsung mengenai kinerja 

organisasi. Instabilitas kebijakan serta 

peraturan perundang-undangan di bidang 

pelayanan publik, prosedur yang berbelit-

belit, infrastruktur yang kurang memadai, 

keterbatasan cakupan layanan, banyaknya 

persyaratan yang harus dipenuhi, serta sikap 

petugas yang kurang responsif menimbulkan 

citra kurang baik terhadap kinerja 

Pemerintah Daerah.(Sumber : Renstra BPPT 
Kota Semarang 2010-2015). 

Berdasarkan permasalahan di atas, 

maka penelitian ini dapat dirumuskan 

sebuah masalah berikut: Bagaimana kinerja 

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota 

Semarang dalam mewujudkan pelayanan 

prima kepada masyarakat dan faktor –faktor 

apa saja yang menjadi pendukung dan 

penghambat kinerja BPPT Kota semarang.  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis kinerja Badan 
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang 

dalam mewujudkan pelayanan prima kepada 

masyarakat dan faktor–faktor apa saja yang 

menjadi pendukung dan penghambat kinerja 

BPPT Kota Semarang. 
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B. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan metode wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Lokasi 

penelitian bertempat di BPPT Kota 

Semarang. 

Fokus penelitian ini yaitu : menganalisis 

kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 

dalam mewujudkan pelayanan prima kepada 
masyarakat dan menganalisis faktor-faktor 

pendukung dan penghambat kinerja dalam 

mewujudkan pelayanan prima. Fenomena 

penelitian mencakup : dimensi kinerja dari 

Dwiyanto (2006: 50-51), yaitu produktivitas 

(outcome and output), responsivitas, 

reponsibilitas, akuntanbilitas, kualitas 

layanan. Dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja dari Mahmudi (2010 

: 20): faktor personal, faktor kepemimpinan, 

faktor tim, faktor sistem dan faktor 
kontekstual. 

Teknik analisis data dilakukan melalui 

tiga tahap. Tahapan tersebut antara lain: 

pengumpulan data (data collection), 

penyajian data (data display), verifikasi data 

(data verification), dan penarikan 

kesimpulan (drawing conclusion). 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Kinerja BPPT Kota Semarang 

a. Produktivitas 

Produktivitas Badan Pelayanan Terpadu 

Kota Semarang dapat dilihat dari 

keberhasilan BPPT Kota Semarang dalam 

usaha mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 

Kota Semarang telah melaksanakan apa 

yang telah menjadi tanggungjawabnya 
dalam mencapai tujuan dan sasarannya yang 

telah menunjukkan kenaikan produktivitas 

kinerja setiap tahunnya, sudah banyak 

dimensi kinerja BPPT yang sudah mencapai 

target 100%. Selain itu produktivitas Badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang 

juga sudah baik yang dapat dilihat dari target 

dan hasil realisasi pelayanan penerbitan 

perijinan 2015.  

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 

Kota Semarang juga selalu berupaya 

meningkatkan kinerjanya dimana dapat 
dilihat dari LKj IP BPPT dari tahun-ketahun 

terdapat peningkatan produktivitas kinerja, 

dengan begitu dapat disimpulkan bahwa 

produktivitas kinerja BBPT Kota Semarang 

sudah baik.  

 

 

b. Responsivitas 

Responsivitas kinerja BPPT dalam 

memberikan pelayanan perijinan cukup 

cepat dan tanggap, serta mempunyai sikap 

yang sopan dan ramah, namun untuk bidang 

informasi dan komunikasi pelayanan 

memang perlu diperbaiki seperti website 
BPPT yang katanya bisa online tetapi belum 

bisa, yang kedua letak papan informasi 

pelayanan juga perlu di benahi, karena dari 

hasil observasi banyak pemohon perijinan 

tidak tahu papan informasi pelayanan. Dan 

perlu perawatan pada pohon SARDU (saran 

dan pengaduan) dan kursi tunggu pelayanan. 

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 

Kota Semarang sudah berupaya 

meningkatkan responsivitas kepada 

masyarakat menyediakan sarana-prasarana 

seperti Pohon SARDU (saran dan 
pengaduan), papan informasi dan website 

BPPT, meskipun keadanya masih kurang 

optimal, ruang tunggu yang kurang nyaman, 

serta belum adanya regulasi yang 

mendukung BPPT untuk lebih mempercepat 

waktu penyelesaian pelayanan perijinan. 

Saat ini waktu penyelesaian pelayanan 

masih lama untuk bidang perijinan 

pembangunan yaitu 15 hari kerja. Sehingga 

kesimpulan dari dimensi responsivitas ini 

cukup baik, karena masih ada beberapa yang 
perlu diperbaiki, guna memberikan kinerja 

pelayanan yang prima kepada masyarakat di 

Kota Semarang. 

c. Responsibilitas 

Responsibilitas di Badan Pelayanan 

Perijinan Terpadu Kota Semarang 

diterapkan dengan baik, terlihat dari kinerja 

BPPT  yang sesuai dengan hukum atau 

peraturan yang berlaku. Prosedur perijinan 
yang ada di Badan Pelayanan Perijinan 

Terpadu Kota Semarang berlandaskan pada 

Peraturan Walikota Semarang Nomor 1A 

Tahun 2011 tentang Prosedur Perijinan dan 

Hubungan Kerja Badan Pelayanan Perijinan 

Terpadu dengan Dinas Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. 

Sedangkan untuk kinerja Badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu sudah sesuai 

dengan administrasi atau SOP yang ada. 

Meskipun dalam  kinerja BPPT dalam 

penyelesaian pelayanan perijinan terkadang 
masih melebihi Standar oprasional prosedur 

yang ada, dikarenakan BPPT harus 

berkoordinasi dengan SKPD yang terkait 

dengan perijinan sehingga membutuhkan 

waktu lama dan mengakibatkan ketidak 

tepat waktu penyelesaian pelayanan sesuai 

dengan SOP. 
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d. Akuntanbilitas 

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 

Kota Semarang sudah memiliki 

tanggungjawab cukup baik, karena telah 

tersedia LAKIP dan LKjIP guna 

pertangungjawaban kepada publik, untuk 

masalah biaya pelayanan gratis selain bidang 
pembangunan membayar retribusi 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, tetapi permasalahan waktu 

penyelesaian pelayanan prijinan di BPPT 

Kota Semarang, memang terkadang tidak 

dapat dipastikan sesuai dengan SOP yang 

ada, karena biasanya juga bisa lebih cepat 

dari SOP dan terkadang juga melewati batas 

waktu penyelesaian pelayanan yang ada di 

SOP. Sehingga masalah kepastian waktu 

penyelesaian pelayanan perijinan masih 
menjadi tugas BPPT dan perlu segera 

diperbaiki supaya dapat memberikan 

pelayanan yang prima kepada masyarakat. 

e. Kualitas layanan 

Kualitas layanan BPPT Kota Semarang. 

kemudahan-kemudahan layanan yang 

disediakan BPPT yaitu tersedianya website 

portal BPPT, aplikasi SMS gateway. 

meskipun, website tersebut masih 
memerlukan perbaikan dan penyempurnaan 

karena formulir pendaftaran perijinan yang 

seharusnya sudah dapat di download melalui 

website tersebut, dalam kenyataannya masih 

belum bisa di download, serta pelayanannya 

belum bisa secara online, sehingga pemohon 

perijinan tetap harus mengurus semua 

persyaratan untuk datang langsung ke BPPT 

Kota Semarang. Serta kecepatan juga belum 

sesuai dengan harapan masyarakat, oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa dimensi 
kualitas layanan, belum diterapkan dengan 

baik oleh BPPT Kota Semarang. 

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Kinerja BPPT 

a. Faktor Kepemimpinan 

Faktor kepemimpinan pada Badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang 

diterapkan dengan baik. Pimpinan sudah 

memberikan dorongan, semangat dan arahan 

supaya dapat bekerja dengan baik dan 

memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat Kota Semarang, dibuktikan 

dengan hasil observasi dan wawancara 

bahwa pimpinan BPPT selama ini 

memberikan motivasi, arahan ketika apel 
pagi, dan setiap sebulan sekali mengadakan 

briefing untuk pegawai supaya pimpinan 

mengetahui keluhan dan kekurangan setiap 

pegawai, dengan begitu pimpinan dapat 

memberikan dorongan dan arahan apabila 

ada kinerja pegawai yang kurang baik kerja.  

b. Faktor Personal 

Badan Pelayanan Perijinan Kota 

Semarang memiliki faktor personal yang 

cukup baik, dimana dibuktikan dapat 
menyelesaikan pekerjaan dan memberikan 

pelayanan dengan cukup baik, meskipun ada 

beberapa pegawai yang kurang kompeten 

dan pekerjaannya masih kurang baik, tetapi  

biasanya di ikutkan pada DIKLAT dan 

adanya pengarahan yang dilakukan oleh 

kepala BPPT Kota Semarang, sedangkan 

motivasi pegawai di BPPT yaitu baik karena 

sebagai Abdi Negara yang memberikan 

pelayanan kepada masyarakat memberikan 

pelayanan sesuai Tupoksinya masing-

masing. 

c. Faktor Tim 

Faktor tim BPPT diterapkan 

dengan baik pada kinerja BPPT Kota 

Semarang, karena telah terjalin kerjasama 

yang baik antara teman kerja, dan tingkat 

kepercayan sesama teman kerja begitu 

terjalin dengan baik, sehingga apabila teman 

kerja sedang mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan pekerjaan mereka saling 
membantu, dan mendukung satu sama lain. 

Dibuktikan dari hasil observasi dan 

wawancara, ketika bagian bidang 

pengawasan perijinan melakukan survey 

kepuasan masyarakat dan kekurangan 

anggota tim, kemudian ada beberapa orang 

bidang kepagawaian membantu survey  

sampai selesai. 

e. Faktor Sistem 

Faktor  sisitem telah diterapkan 

cukup baik, karena sistem kerja BPPT sudah 

sesuai dengan peraturan walikota Semarang, 

fasilitas yang ada di BPPT saat ini untuk 

menunjang kinerja sudah cukup baik, secara 

ideal memang masih kurang tetapi pegawai 

BPPT memaksimalkan fasilitas yang ada 

untuk bekerja sebaik mungkin demi 

memberikan kinerja dan pelayanan prima 

kepada masyarakat. Ada dimensi lain pada 

faktor ini sebagai penghambat yaitu letak 
kantor BPPT yang terpisah yaitu lantai 1 

untuk pelayanan dan lantai 3 untuk 

sekretariat, sehingga menyulitkan untuk 

saling berkoordinasi sesama bidang-bidang 

yang ada di BPPT. 

f. Faktor Kontekstual 

Faktor kotektual ini sangat 

berdampak pada kinerja BPPT terutama 

apabila perubahan kepemimpinan, struktur 
organisasi, dan kebijakan, karena dengan 
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adanya perubah-perubahan tersebut maka 

akan berubah juga kebijakan atau aturan, 

posisi kerja dan waktu kerja akan saling 

berkaitan. Sehingga akan menghambat kerja 

pegawai BPPT Kota Semarang yang 

berdampak pada kinerja dan pelayanan 

prima. Ketika kepemimpinan berubah maka 

akan berubah cara memimpin, mengatur dan 

mengarahkan sehingga akan berpengaruh 

pada efektivitas kerja pegawai yang akan 
berdampak pada kinerjanya. Sedang ketika 

adanya perubahan regulasi juga akan 

berpengerahu pada kinerja BPPT Kota 

Semarang. 

 

D. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat 

disimpulkan: 

a. Kinerja BPPT 

Kinerja BPPT dalam mewujudkan 

pelayanan prima kepada masyarakat di Kota 

Semarang sudah cukup baik, karena dari 

lima dimensi kinerja produktivitas, 

responsivitas, responsibilitas, akuntanbilitas, 

dan kualitas layanan yang digunakan dalam 

penelitian ini, ketiga dimensi sudah 

diterapkan dengan baik. Sedangkan dimensi 
responsivitas sudah diterapkan cukup baik, 

dimensi ini terkendala pada informasi 

pelayanan yang kurang jelas, website BPPT 

yang belum optimal, meskipun telah 

disediakan menu download formulir dan 

pendaftaran online, namun belum bisa 

digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya satu 

dimensi yang belum diterapkan dengan baik 

yaitu pada dimensi kualitas layanan di 

BPPT, karena dari hasil pelayanan perijinan 

terkadang tidak tepat waktu atau kadang 
melebihi ketentuan SOP yang ada, dan 

kemudahan pelayanan yang diberikan 

dianggap belum baik, karena masih 

memerlukan proses pelayanan yang panjang, 

serta belum optimalnya sarana prasarana 

pelayanan yang menujang hal tersebut. 

 

b. Faktor Pendukung Kinerja BPPT 

Terdapat  dua faktor pendukung 
kinerja BPPT dalam mewujudkan pelayanan 

prima di Kota Semarang, adalah : faktor 

kepemimpinan dan faktor tim, dimana 

pimpinan BPPT selalu memberikan 

pengawasan, dorongan dan semangat kerja 

kepada bawahannya, bahkan selalu 

memberikan arahan kepada pegawai yang 

produktivitas kinerja dan kedisipilinan 

kurang baik sehingga produktivitas kinerja 

pegawai menjadi meningkat. Sedangkan 

faktor tim sendiri di BPPT dapat dilihat dari 

kerjasama antara rekan kerja terjalin dengan 

baik di BPPT, saling membantu antara 

bidang atau subagian lain yang 

membutuhkan bantuan. Dengan begitu dapat 

bekerja dengan optimal dan memberikan 

pelayanan yang prima kepada masyarakat 

 

c. Faktor Penghambat Kinerja BPPT 

Terdapat tiga faktor pengahambat 

kinerja BPPT dalam mewujudkan pelayanan 

prima di Kota Semarang, adalah : faktor 

personal, terlihat masih ada beberapa 

pegawai yang masih kadang terkendala 

dalam menyelesaikan pekerjanya. Kedua 

yaitu, faktor sistem, masih terkendala pada 

fasilitas kinerja yang belum mendukung 

kinerja pegawai sehingga tidak dapat bekerja 

dan memberikan pelayanan prima dan letak 
kantor BPPT yang terpisah, yaitu ada yang 

di lantai 1 dan 3, sehingga mempersulit 

koordinasi antar pegawai. Kemudian faktor 

penghambat terakhir yaitu, faktor 

kontekstual, Apabila adanya perubahan 

struktur atau pindah penempatan kinerja 

pegawai yang ada di BPPT Kota Semarang 

berpengaruh pada produktivitas kinerja, 

karena setiap pegawai harus menyesuaikan 

dengan tugas barunya. 

2. Saran 

Saran yang dapat diberikan atas 

permasalahan kinerja badan pelayanan 

perijinan terpadu dalam mewujudkan 

pelayanan prima kepada masyarakat di Kota 

Semarang adalah sebagai berikut : 

1) Memperbaiki website BPPT, supaya 

kedepan pemohon dapat melakukan 

pendaftaran online  atau dapat 

mendownload formulir pendaftaran. 

2) Memperbaiki masalah kepastian waktu 

yang terkadang masih tidak sesuai 

dengan SOP, dengan melakukan 

koordinasi yang baik dengan SKPD yang 

bersangkutan di bidang perijinan. 

3) Segera menganggarkan dana untuk 

memperbaiki website, kotak saran, dan 

papan informasi di BPPT, supaya BPPT 

dapat memberikan pelayanan prima 

kepada masyarakat. 

4) Kemudian, untuk pegawai yang masih 

kurang baik kerjanya dan belum 

mengikuti DIKLAT, supaya segera 

diikutkan pendidikan dan pelatihan. 
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